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BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.
Mengingat - 1.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

bahwa untuk menindaklanjuti persetujuan Surat
Gubernur Kalimantan Timur Nomor 061/4301/B.
Org-KL, tanggal 16 Agustus 2021 Hal Persetujuan
Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan
Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);
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Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan
Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan
Fungsional;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Kewenangan
Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 7 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73) sebagaiaman telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2017 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
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16.
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18.

19.

20.

Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai
Kartanegara.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Kepala Dinas adalah Pejabat yang Memimpin Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Kepala Bidang adalah Pejabat yang Memimpin Bidang pada Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kepala Sub Bagian adalah Pejabat yang Memimpin Sub Bagian pada
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. ‘

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit
pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan teknis operasional dan atau
kegiatan teknis tertentu lainnya yang mempunyai wilayah kerja tertentu.

Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
Tahun.

Rencana Kerja yang selanjutnya disebut RENJA adalah dokumen

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Perjanjian Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang
hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kredibilitas dan keluaran terukur.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKjIP
adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang
capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan
dalam rangka pelaksanaan APBD.

Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara yang selanjutnya disingkat
LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya
tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data
pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara.

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat
LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang
dituangkan dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negarta dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Pajak-pajak Pribadi selanjutnya disingkat LP2P adalah laporan
pajak-pajak pribadi yang wajib disampaikan Pegawai Negeri Sipil Pusat
dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan Ill.a keatas sesuai dengan
penghasilannya kepada Menteri Dalam Negeri.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD
selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran

atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada
DPRD.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang
selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh kepala
daerah kepada Pemerintah.
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31.

32.

33.

34.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD
adalah laporan keuangan berupa realisasi anggaran, neraca dan catatan
atas laporan keuangan yang disampaikan oleh satuan kerja perangkat
daerah selama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib
pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada
di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai
tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya,
maupun kegiatan khusus.

Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang
meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta
kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.

Pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan bangunan
gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan
pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.

Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung
beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.

Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan atau mengganti bagian
bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan atau prasarana dan
sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

Pemeriksaan berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh
atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau
prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna
menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian
jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di
atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di
atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
Bagian-bagian Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang
manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh
lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara
jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang
pengamannya.

Jembatan adalah suatu struktur konstruksi yang berfungsi untuk
menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-
rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai saluran irigasi dan
pembuang.

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang
pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah
tanah, irigasi pompa dan irigasi rawa.



BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai tugas pokok membantu Bupati
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan
Tugas Pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas
Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

perumusan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum;

pelaksanaan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pekerjaan Umum;
pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pekerjaan Umum; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

opogop

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:
1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Bina Marga, membawahkan:
1. Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Cipta Karya, membawahkan:
1. Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.



e. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
1. Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Teknis, membawahkan:
1. Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

g Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

h.  Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Susunan Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas
Kesehatan Tipe A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 6

Tata Kerja Kepala Dinas meliputi:

a. memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina,
mengendalikan dan mengawasi kegiatan dinas;

merumuskan kebijakan teknis dinas;

merumuskan rencana program kerja dinas;

mengkoordinasikan pelaksanaan program dinas;

merumuskan kebijakan administrasi dinas;

merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, monitoring dan
evaluasi dinas;

g menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ
Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

h. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap
akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

i.  mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan
(SP), SOP dan SPM urusan Kepala Dinas; dan

j. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

™o a0 o

oleh atasan.
Bagian Kedua
Sekretaris
Pasal 7
Tata Kerja Sekretaris meliputi:

a. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan
dilingkungan dinas meliputi: perencanaan, anggaran, pengadaan,
penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan
kepegawaian;

mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi:
ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi
perkantoran, pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, keamanan,
kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar
Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim
Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona
integritas, penataan perundang - undangan, penataan dan penguatan
organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS pedoman
umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan
masyarakat, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi
korupsi;

mengkoordinasikan  pelaksanaan Sistem Informasi Manajeman
Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan Dan
Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;
mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, SAKIP (Sistem Akuntabilitas
Kinerja), SPIP (sistem pengendalian internal pemerintah), RENSTRA,
RENJA, LKPJ, LPPD dan LKPD;

mengkoordinasikan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan
menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan keuangan dan
perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;
mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi
membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji
berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai,
Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul
kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN,
TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan atau LHKASN,
Penghargaan, Pemberian Sangsi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan
dan penghapusan barang dan jasa dilingkungan dinas;
mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariatan dilingkungan dinas;
dan

melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.

Pasal 8

Tata Kerja Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan meliputi:

a.
b.

C.

menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
menyusun rencana kegiatan urusan Umum dan ketatalaksanaan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang dan jasa
dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



merencanakaan dan melaksanakan pengelolaan barang dan jasa meliputi
menyusun rencana kebutuhan barang dan jasa, menerima, menyalurkan,
menyimpan, mengiventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara
barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai
dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD;

merencanakan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar
Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim
Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, 2zona
integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan
organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS pedoman
umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan
masyarakat, survey internal organisasi dan survey index nilai persepsi
korupsi;

melaksanakan administrasi umum meliputi: ketatausahaan,
dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran,
pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan,
keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan daerah urusan Umum dan Ketatalaksanaan;

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring
dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum dan
Ketatalaksanaan; dan

melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.

Pasal 9

Tata Kerja Kepala Sub Bagian Kepegawaian meliputi:

v,/ a.
/b.

e
Y
\ -

menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

menyusun rencana kegiatan urusan Kepegawaian sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi: membuat buku kendali
kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali
pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai
(SKP), rekapitulasi kehadiran, laporan kerja pegawai, Daftar Urut
Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun,
ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan,
Pemberian Sangsi, Cuti,pengembangan kompetensi kepegawaian, LHKPN
danatau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

merencanakan pelaksanaan Sistem Informasi Manajeman Kepegawaian,
Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan Dan Analisis
Beban Kerja dan Kompilasi Perjanjian Kinerja;

merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM
urusan Kepegawaian,;

merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan daerah urusan Kepegawaian;

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring
dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kepegawaian; dan

melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.



Pasal 10

Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional meliputi:

a.
b.

menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

merencanakan, mengkompilasi dan menvi pkan bahan kegiatan
penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA/ DPA,Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan
LPPDDinas melaporkan ke Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
merencanakan pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP
(Sistem Pengendalian Internal Pemerintah), LKPJ dan LKPD;

menganalisis dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);

menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi
pengelolaan keuangan;

merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM
urusan Penyusunan Program dan Keuangan;

merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan daerah wurusan Penyusunan Program dan
Keuangan;

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan wurusan
Penyusunan Program dan Keuangan; dan

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Bina Marga

Pasal 11

Tata Kerja Kepala Bidang Bina Marga meliputi:

a.

b.

memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja
bawahan;

mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Bina Marga
yang meliputi pembangunan dan peningkatan jalan, pembangunan dan
peningkatan jembatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengolahan data dan
penyampaian laporan Bina Marga;

mengkoordinasikan, mengevaluasi pemutakhiran data jalan dan
jembatan;

mengkoordinasikan, mengevaluasi pengawasan ketaatan mutu atas
pelaksanaan rencana teknis seluruh kegiatan Pemeliharaan jalan dan
jembatan;

mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan
Bina Marga; :

mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan Daerah urusan Bina Marga;

mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan yang berkaitan dengan urusan Bina Marga; dan

melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.



BUPATI KUTAL KARTANEGARA

| |
PROVINGI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

WOMOR 44 TM&UN 2016 |

TENTANG |
i \ '\

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAST, TUGAS DAN FUNGST

I\“/Ienimbang

SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS PRBERJIALN UMUM |

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa untuk melaksanakan ketjéntuan dalam

Pasal 15

Peraturan Daeral Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9

" Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan

Perangkat Dacrah Kabupaten Kutai %Kartanegara, maka

perlu membentuk Peraturan Bupati

tentang Kedudukan,

| . : ‘ ,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Mengingat

Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum.,

1N

i éimbaran Negara, Republik In%onﬁsia Nomoni}5887);

IJ . | Lo |
. Peraturan Pemerintah Nomor

Pésal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

d\ndang—Undang ‘Nomor 27 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Daryrat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daprah Tingkat 11 di
Kalimantan  (Lembaran Negara® [Republik |Indonesia
. Thhun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang,
(lembaran Negara Republils Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lem?arem Negara Republik
Indonesia Nomor 1820); R

Undang-Undang Nomor 23 | Tahun 2014 tentang

' Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republils- Indonesia Nomor 5087)
_ sfebagaimana telab diubah berapai?ca}{i teralchir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nommor 58,
“iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679); |

| | ‘18 h‘ahun 20ﬁ6 tentang
Perangkat Daeral {Lemb ah\ Negara | Republik
Ihdonesia Tahun 2016 Nomop | 114, [Tambahan
| S | |

| | (R
| | |l ‘ 1

Jalan Wolter WIO).lQ‘il’lSidi Kode Pos 75611 Kalimantan [limur

Telp. 661031, 661029, 662088 Fax. (0541)

\
661094




Menetapkan

5. Peraturan
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pe%nctaan Kewenangan

Urusan Yang Menjadi

Rjabupatcn

6. Peraturan Dacrah

Nomor 9
Susunan
Kartanegara

\ | Kartanegara Tahun 2016 Nom?r 7’ :

PERATURAN

SUSUNAN ORG—AN 1SASI,

Daerah

Pcrangkat

Kabupaten

i

Kutai Kar tanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara Tah1

Kabupaten |
Tahun 2016 ten ang
Daers

(Lembaran Dae‘rah

| ‘ \ |
MEMUTUSKAN j

BUPATI

chenangan

‘Kutai Kartanegara

Pemerintah

|(Lembaran Daerah

1, 2016 N‘omor T2

Kutai Kartanegara
Pembentukan dan
Kabupaten  Kutai
Kabupaten Kutai

TENTANG KEDUDUKAN,
TUGAS | D!}N FUNGSI SERTA

’I‘ATA‘ KERJA PERANGEKAT DAERAH PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM.

| BAB 1
KETENTUAN UMUL

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud deng?n y
1. Daerah adalah Kabupa’ten Kut ‘Ka
2. Pemerintah Daerah adalah chc

unsur | penyelenggara Pemerintal
' memimpin pelaksanaan umsén |

menjadi kewenangan daerah ot

o;om i
3. Kepala Daerah selanjumya “1sebut Bupati
Bupati Kutai Kartanegara

‘tanegara.|

la‘ DacraLm scbagai
1an Daefah vang

adalah

4. Sekretaris Dacrah Edalah Sekrelcam\ Daerah Kabupaten

Kutai Kartanegara. |

5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dm
Kabupaten Kutai Kartanegara.

as Pekerjaan Umum

6. Kepala Dinas adalah Pejabat yang Memimpin Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

T Sefetaris adalah Sekretaris Dina
Kabupaten Kutai Kartanegara.

8. Ke ala Bidang addlah Pejabat fyanﬁr Mcmlm};#m Bidang

pada Dinas |

Ka tanegara

9. Kepala Sub Baglan‘ adalah Pejaba‘t

Pelﬁemaan Um*&m

g Pekerjaan Umum

K‘abupaten Kutai

yang Memimpin Sub

5‘Bag1an pada Dinas Pekerjaan Umum‘Kabupé;aiten Kutai

I{aT%tanegara

|
|

- 10. Kepala Scksi adalah Pejabat yan% M
Dh‘ﬁas Pekerjaan Umum Kabupate

61

e

‘Lamimpin Selksi pada
Kutai Kartanegara.

pcmermta{ham yang |




‘ |
i \
i i
11. Um‘t Pelaksana Teknis Dinas yang sdlamutnya disingkat
UPTD adalah unit pelaksana | teknis Dinas untuk
melaksanakan teknis opuasmnal dan atau, kegiatan
teknis tertentu 1311‘1*1}79 vang m?mpunyai wilayah kerja

tertentu, | . (. |
12. Re%oana Strategis yang selanjutnya \hsmgkat RENSTRA

‘adalah dokumen perencanaan S‘atu:m Kerja Pemngkat‘
Daerah untuk pmode 5 (lima) Tahun.

13, Renhana Kerja yang selanjutnya dlS( but RENJA adalah
dokumen perencanaan Satuan erp Perangkat Daerah
untuk priode 1/ (satu) tahun.

18 PCljJan_]laD Kinerja  adalah \ kel uaran/hasll dari
kegiatan/program vang hendak dxcapaz sehubungan
dengan penggunaan anggaran dcngan kredibilitas dan
keluaran terukur.

L. Laporan Kinerja Instansi Pemermtap vang selanjutnya
dlsmgkat LKjIP adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara
mngkas dan lengkap tentang capaian kinerja vang
disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan

dalam rangka pelaksanaan APBD.

16. Laporan Harta |Kekayaan Peryelengara‘ Negara
selanjutnya disingkat LHKPN ‘ada ah daftar seluruh
‘harta | kekayaan penyelcnggaracn i Negafa yang
dity éngkan dalam formulir LHKﬁN yvang 1tetapl<an‘

oleh Komisi Pemberantansan | Korupsi setj gaimanal

diatur dalam Keputusan | KPK | Nomor

KEP/07/KPK/02/2005. |

- 17.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

selanjutnya disingkat LHKASN ‘adalah daftar scluruh
harta kekayaan Aparatur Sipil Nega}a yang dituangkan
dalam formulic LHKASN vang telah ditetapkan oleh
Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negarta dan
Reformasi Birokrasi.

18, Lap‘oran Pajak-pajak Pribadi selanju nya disingkat LP2P
adalah laporan pajak-pajak pribadi yang wajib
disampaikan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai
Negeri Sipil Daerah Golongan Ill.a keatas sesuai dengan
penghasilannya kepada Menteri Dalam Negeri. I

19. Laporan Keteranganpertanggungjawc ban Kepala Daerah

kepada DPRD selanjutnya dising 1<:at LKPJ adalah
laporan yang berupa informasf ‘penyel ngga1 aan
\pemermtahan daerah selama 1 |(satu) tahun | anggaran
ataut akhir masa Jabatan yang dﬁsampeukan olbh kepalal

daerah kepada DPRD.

i, Lap‘oran Penyelenggaraan PemerJnta nan Daerah kepada

rﬁomn‘cah yang sclanjutnya dlsmgkat LPPD adalah
laporan atas penyelenggaraan pemetintahan daerah
selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana
KPI‘_}& Pembangunan Daerah yang| disampaikan oleh

kepala daerah kepada Pemerintah. |
| ~ |




21]

22

! bcrfungen

bu aya, maupun kegiatan khusus. |
24,

25,

26,

28|
keandalan seluruh atau sebagian |

28

30.

31.

| I L
j | ”1

|

1
o I
Lap&ran Keuangan Pcmcrmtah Dacr ah yang sc 1an] utnya
disingkat LKPD adalah laporﬁm | keuang berupa
realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan
keuvangan yang dmampaikan‘ oleh satuan kerja
perangkat daerah seclama 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir. | ‘1 ) |

Standar Pelayanan Minimal yan,‘g se%lanjutnya disingkat
SPM adalah ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar
yang merupakan urusan wajib pemerintah yvang berhak

diperoleh setiap warga secara minim
|

. Bangunan gedung adalah wujud fi

konstruksi vang menyatu
kedudukannya, sebagian atau secli
atas dan atau di dalam tanah d
sebagal tempat ma
kegiatannya, baik ntul humah

kegiatan keagamadn, kegiatan \hsa

Pe yelenggaraan bangunan gedun
pembangunan yang meliputi proses‘
pelaksanaan  konstruksi,
pemanfaatan, pelestarian, dan pcﬂmb;

Pemanfaatan bangunan gcdung

' dengan

al.

sik hasil pekerjaan
tempat
aruhnya berada di
an atau air, yang
nusia n@elakukan
atau tempat tinggal,
1a, kegia'dan sosial,

g adalahi kegiatan
[perencan \an teknis

serta  kegiatan
ongkaran.

adalah  kegiatan

meinanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi

yang telah ditetapkan, termasuk keg

perawatan, dan pemeriksaan secara

iatan pemeliharaan,
berkala.

Perﬁeliharaan “adalah kegiatan menjaga keandalan
baﬁgunan gedung beserta prasarana dan sarananya

agqr selalu Jaik fungsi.

.Perawatan adalah kegiatan mem}‘aeibaiki dan atau

mcngganu bagian bangunan gedung komponen, bahan

bangunan, dan atau prasarana |
bangunan gedung tetap laik fun%m ‘

Pemeriksaan berkala adalah ‘ykeg

komponen bahan bangunan, dan ¢
sarananya dalam  tenggang Wak

menyatakan kelaﬂmn fungsi bang

Jalan adalah prasarana traﬁnspc
meliputi segala bagian jalan,
pelengkap dan perlengkapannyg y

dan sarfma agar

iatan pemeriksaan
bangunaﬁ gedung,
tau prasarana dan
tu terteﬂtu guna
nan gedung.

rtasi darat yang

termasuk bangunan
ang diperuntukkan

ba%l lalu lintas, yang berada pada p

ermukaan tanah, di

atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan
atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan

kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan umum adalah jalan yang dipe runtukkan bagi lalu

lmtas umum.

Bagian-bagian Jalan adalah baglad-—baglan jalan yang
meliputi ruang manfaat jalan, maﬁg milik Jalan dan

mﬁng pengawasan Jalan




32. Ruang manfaat jalan adalah ruang se
dibatasi oleh ]Cbal tinggi dan kedalal
ditetapkan olch penyclmggqla Jala

33.

34.

|
|
|

panjaﬁg jalan yang
man tertentu yang

n dan digunakan

untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang
pengamaﬂnya !

Jembatan adalah suatu stmkmr\ konstruksi

yang

berfungs1 untuk menghubungkan dua bagian jalar yang

terputus

oleh adanya

rlmangan ntangan

seperti

lembah yang dalam, alur sungai saluran irigasi dan

pem‘buang

Iriga
untu

irigasi air permukaan irigasi a;r q
ponﬂpa dan irigasi rawa. |

si adalah usaha pcnyed1aa
1k menunjang pertaman ygng‘

. BABI
KEDUDUKAN,TUGAS D#

Bagian Kesatu

N 7

dan pengaﬂurcn air.
jenisnya  meliputi
awahtanail, irigasi

|
"UNGSI

Kedudukan ‘

Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum, merupakan unsur pelaksana
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

4

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Dacrah. |
pati melalui Sekretaris Da
Bagian Kedué | |
| | iTugas || l |
. Pasal 3 |
Dinas Pekerjaan Umum, mempunyair; tugaé pokok

mefrﬁbaqtu | Bupati melaksanakan Ury

yang mbnjach kewenangan Daerah dan
di Bidang Pekerjaan Umum. 1}

Bagian Ketigaﬂ
Fungsi
Pasal 4

SAN Pemépntahan

Fugas Pem\bfmtuan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3; Dinas Pekerjaan Umum menyeienggarakan fungsi
sebagau ‘berikut:

a.
b.

C.

pemmusam kebijakan di Bidang Pekeﬁaan Umum;
pelaksanaan kebijakan di Bidang Pek

pela

ksanaan evaluasi dan p‘elaﬁ.

Pekerjaan Umum;

pela
{Urm

ksanaan adm1mstra81 dmas‘ di
Am dan |

pelau{sanaan fungsi lam yang dlbemkj
|

|
iJ

erjaan Umum,;
Bidang

oran di
i

Bidang Iﬁekerjaam
| .
1 oleh Bupati.




(1) Susuhan Orgamsam Dinas Pekerjaan Umum}
dari | | |

.

b,

Ii | J | " \ " . ‘

TataKeﬁLJa Kepala Dinas meliputi : |
‘ | | ‘ | ‘ e .

a. memimpin, merencanakan, | mengkoordinasilkan,
membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan

dinas; |
merumuskan kebijakan teknis dinas;
¢. merumuskan rencana program kei%rja. dinas;

- BAB III
SUSUNAN ORGANIS/\ST

} Pasal §

}#epala Dinas
Se‘kretarlat mcmpawahkan
1

2. Sub Bagian Kepegawaian; dan

3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
b

1L

2

3idang Bina Marga, membawahkan:

dan

3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan U embatan.

Bldang Cipta Karya, membawahkén

1‘ Seksi Bina Teknik Bangunan Gedung;

2 Seksi Bangunan Gedung; dan |

3. Seksi Pemeliharaan Bangunan|Gedung. |
ézdang Sumber ﬂaya Air, mef#xba/vahkan :

u Seksi Ir1gas1\ | I

. Seksi Pemanfaatan Sungai,
| daxl Pantai; dan |
Seksi Pemeliharaan Irigasi.

Qidang Teknis, membawahkan : |
L‘. Seksi Perencanaan Tehms‘ |

2. Seksi Seksi Pengawasan d*m P*ngendalian; dan

é Seksi Inventarisasi dan Pelapo ran.
Umt Pelaksana Teknis Dinas; dan
Kelompok Jabaten Fungsional.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Kepala Dinas f

n
| Pasal 6 | a

. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaanf

Seksi Pembangunan dan Penmgkatan Jalan;
Seksi Pembangunan dan Penggamzan Jembatan;

Déna‘:u Wadwak, Rawa |



il

Tata ‘Kerja Sékretaris meliputi : | |

=

b.

mengkoordinasikan pelaksanaan plogmm dinaq‘;

I 1
merumuskan kcbgalxan admmlstrFL& dinas;

menlmuskan pclaksanaan pelencanaén, pembinaan,
Ifﬂonn;ormg dan evalgam dinas; |

\ N
menxhsmpun dan | menyampm an| bahan laporan |

penyusunan LKPJ Pupat1 dan LPPD setiap akhir tahun
ke Badan Perencanaan Pcmbangu an Daerah;

menghimpun dan mcnyampalkan bahan | laporan
penyusunan LKPD setiap akhir tahun kc: Badan
Pengelolaan Keuangan dan Asct Daerﬁh

mengkoordmamkan penyusunan Per janjilan Kinerja,
Standar Pelayanan (SP), SOP dan SPM urusan Kepala
Dmas dan - ’

melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
‘Sekretaris | 1
Pasat 7 || | |

|
i
\

memimpin, memblmbmg, meneliti lianimenilai hasil kerja
bawahan; | [ '

mengkoordinasikan  penyusunan  fencana  kegiatan
urusan kesekretariatan sebagai Pedcman pelaksanaan
tugas;

mengkoordinasikan, mcmbina, mengendalikan dan
mengawasi kegiatan dilingkungan dinas meliputi:
perenwcanaan anggaran, pengadaan, pcnyediaan sarana
dan = prasarana, pembinaan dan pengembangan
kepegawaian;

mengicoordmamkan pelaksanaan kebljakan administrasi
umum meliputi: kctatausahaan, dokumentasi,
perpulstakaan kearsipan admlmst asi perkantoran,
pengadaan barang dan jasa, pemeh}hﬁaraan kciamanan,
keberklhan keprotokolan dan | trcmsporta% sesual
proscd‘ur dan ketentuan peraturan’ pcmndang undangan

yang oerlaku, | 13
mengkoordmas,lkan | pelaksanaan E*Gov‘emment,

kompilasi SOP Standar Pelayanan (SP), Perjanjian
Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen
Perubahan SKPD, Pengembamgan Inovasi SKPD, zona
integritas, penataan pcmndang | undangan, penataan
dan  penguatan  organisasi, Uranﬁkasi, Layanan
Pengaduan Masyarakat, WBS pedoman umum sistem
penanganan pengaduan, survey | index kepuasan
mqsyarakat survey internal organisasi, survey index
nilai peraepm korupsi;




| | | | Z i ‘!
ol | | |
' f. mengkoordinasikan %pelaksana‘an istem I#formasig
Manajeman Kepecgawaian, Kode Btik Pegawai, Evaluasi
Jabatan, Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja,
Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LPQP;j§

g. mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja), SPIP (sistem perigendalian internal
pemerintah), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD dan LKPD;

h. mengkoordinasikan kelengkapan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah
Membayar (SPM), pembukuan keuangan dan
perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;

1 meng#oordinasikan pelaksanaan administrasi

kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan
pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku
kendali pensiunan, Daftar Nominatif|Presensi Pegawad,
Sasaren Kerja Pegawai (SKP), Dafé%ﬁ‘ [Urut Kepanglkatan
(DUK),  usul kenaikan pangkat, usul kenaijk;m gaji
berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG,
KARIS/KARSU, LHKPN dan atau LHKASN, Penghargaan,

Pemberian Sangsi dan Cuti sesual prosedur dan
ketengtuan peraturan pemndangurﬁdangaﬁ yang berlaku;

CE——

5 X 5 | | | i s s
j. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan

pengélolaan pengadaan dan penghaptisan barang dan
jasa dilingkungan dinas; ‘
k. mengkoordinasikan dan melaporkan  pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan

: umsa}m Sekretariatan dilingkungan dinas; dan

1. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh atasan. |

Pasal 8

Tata Kerja Kepala Sﬁb Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
meliputi:| | | ;‘ | |
e mgﬁqgazialisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil
kerja bawahan; 5 1

| |

b, menyusun rencana | kegiatan grusan  Umum  dan
ketatalaksanaan sebagai pedoman p‘elal:sanaan tugas;

~ ¢. mengusulkan pembentukan pani‘!ia/; ejabat pengadaan

barang dan jasa dan ‘pam‘tia/péjabf‘it penerima hasil

pekerjgan sesuai prosedur dan ketentuan  peraturan
perunc;iang—undangan yang berlaku;

d. merencanakaan dan melaksanakan pengelolaan barang
dan jasa meliputi menyusun rencana kebutuhan barang
dan ‘ jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan,
mengiventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara
barang serta membuat usulan penghaglusan barang rusak
berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan
perundang-undangan  yang berlaku agar  tertib

administrasi pengelolaian BMD; | ‘

|
|
| | {
| ‘ | | | |
| 0ol ‘
| | |
| ‘ | |




h.

merencanakan pelaksanaan ]*~Gouemmonf kormpilasi
SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja,
keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan
SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas,
penataan perundang-undangan, penatlaan dan penguatan
ot gamsasx Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat,
WBS \pcdoman umum sistem penanganan pengaduan,
survey index kepuasan masyarakat, survey internal
organisasi dan survey index nilai persefasi korupsi;

melaksanakan administrasi = umum mehpum
ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaarn, kearsipan,
administrasi perkantdran, pcngadaan barang dan jasa,
pemchharaan, keamanarl kebersibhan keprotokolan, dan
transportasx sesual proscdur dan kétentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; |

merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan
bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Umum dan
Ketatélaksanam
merencamakan, melaksanakan = dan melaporkan

pelakSanaan monitoring dan ecvaluasi kegiatan yang
berkaitan dengan urusan umum dan Ketatalaksanaan;

dan

melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
yvang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

Tata KchL Kepala Sub Baglan Kopcgawalan meliputi :

a. mcngémahms, mcmblmbmg, Il’lCI‘lC‘ll‘Ll dan menilai hasil

b.

kerja bawahan; | ; -

menyusun rencana Kegiatan urusan Képe%gawaian sebagai
pedom%m pelaksanaan tugas; | ! ‘

melaksanakan  administrasi kepcgawaian jr)nc:]iputi:3
membuat buku kendah kenaikan ipa.ngkat, buku kendali

kenaikan gaji berkala, buku ken ah\ pensiunan, Daftar
Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP),
rekap1tulas1 kehadiran, laporan ‘ker“ 8 pegawai, Daftar
Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaiken pangkat, Masa
Persiapan Pensiun, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG,
KARIS/KARSU,  Penghargaan, Pemberian  Sangsi,
Cuti pengemba,ngan kompetensi  Kepegawaian, LHKPN
danatéu LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakuy;

merencanakan pelaksanaan  Sistem Informasi
ManajemanKepegawaian, Kode Etlk Pegawai, Evaluasi
Jabatan, Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja dan
Kompilasi Perjanjian Iﬂinm ja; Lﬁ

merencanakan dan menylapkan b 311 Perjanjiah Kinerja,

SOP dan SPM urusan Kepegavvaian |

merenaanakan Kegiatan dan mengendalikan ﬁenylapan?
bahan peny‘usunan kebljakazb | daerah | urusan
Kepegawaian;

L
| 9
|
L




£

merencanalkar, melalssanakan
pelaksanaan monitoring dan evalua,
borhalf.an dengan urusan Kepegawaian; |

dan

melaporkan
‘Sl kegiatan yang
dan

h. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya

yang dlberlkan oleh atasan. L

Pasal 10 |

Tata Kerja Kepala Sub Baglan Pemﬂuéu

Kcuanqan mehputz |
a.

1/

C.

Tatagl‘{erjé Kepala Bidang Bina Marga mehpu
a.

. | |
b. mengkoordinasikan penyusunan rencay

rrlenganahsls, mcmb1mbmg, meneﬂm ;‘
|

kerja Bawahan; | |

menyusun  rencana
Program dan Keuangan scbagal aedo
tugas;

kegiatan penyusunan
RKA/DPA,Perjanjian  Kinerja, LKjIP, |
melaporkan ke Kepala Dinas melalui Se

merencanakan pelaksanaan SAKIP (S1

kegiatan umc,an

|

-

nan Program dan
| li

dan menilai hasil
I

Penyusunan

man pelaksanaan

. merencanakan, mengkompilasi dan meny1apkan bahan
RENSTRA

RENJA,
dan LPPDDinas
kretaris Dinas;

stem Akuntabilitas

Kinerja), SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah),

LKPJ dan LKPD;
menganalisis dan menecliti kelengkapan
Pembayaran (SPP) dan menyiap‘kaﬁ*
Mcmb'ﬁyar (SPM); | ‘ ’
menyusun pembukuan keuang ‘nw ;
anggaran, verifikasi pe?gelo aan keuangf
méfen anakan dan meny1apka_n bahan

SOop
Keuan gan; ‘ ,

Surat Permintaan
Surat Perintah

\
dan perhitungan
an,

dan

merencanakan Kegiatan dan mengen dalikan penyiapan
bahan| penyusunan kebijakan daerqh Urusan Penyusunan

Prografn dan Keuangan; E

merencanakan, melaksanakan dan mélaporkan kegiatan

pelaksanaan monitoring dan evaluasi

berkaitan dengan urusan

‘ Penyusun
Keuangan; dan ‘

kegiatan yang
an Program dan

merencanakan, melaksanakan dan

melaporkan

tugas

kedinasan lainnya yang diberikan oleh dtasan

- Bagian Kctlga |
B1déng Bina Marga |

| | Pasal 11 ;

meimmpm membimbing, membagh 13

menildi hasil kerja bawahan I

i |
Bina

perneh\hazaan jalan dan Jembatém |
pelaksanaam tugas;

gas, men¢11t1 dan |

\a keglatan urusan
arga yang meliguti pembangunan dan peningkatan
jalan, ’ pembangunan dan penmgkatan jembatan,

dan

sebagai pedoman

10

Perjamlal? Kinerja, |
dah SPM utusan Penyu#uncm Progzah




Tata‘ 3Kerja Kepala S0k31 Pcmbangunan
Jalan meliputi : |

a. menganalisis, membimbing, m=mbagi t

b.

. mengkoordinasikan

! merencanakan

; me“rem

memfa%gli{

Jalém dan jembatan;

. mengkoordinasilan, mengevaluasi pen

. mengkoordinasikan — dan ast  pelaksanaan
pcngolahan data dan penyampaian l‘ap\o ran Bina Marga;
I
. mengk Jordinasikan, mengevaluasi pemutakhiran  data

gawasan 1‘<etaa.tan

mutu atas pelaksanaan rencana teknis seluruh kegiatan

Pemeliharaan jalan dan jembatan;

mengkoordinasikan dan menyiap ‘an
Kinerja, Standar Operasional Prosedur

|bahan Perjanjian
(SOP) dan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) urusan Bina Marga;

. mengkoordinasikan dan mcngcndalikaq penyiapan bahan

penyusunan kebijakan Daerah urusan Bina Marga,

dan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang
urusan Bina Marga; dan

melaksanakan dan mclaporkan tugas
yang diberikan oleh atasan. |
| |
| |
Pasal 12

menilaz hasil kerja bawahan,

melaporkan

pelaksanaan
berkaitan dengan

kedinasan lainnya

| I
dan Penﬁngkatan
ugas, meneliti dan

menyusun rencana kegiatan urusém pembangunan dan

peningkatan jalan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

. merencanakan kegiatan dan menyiap]

bahan| dalam rangka penyusunan pro
biaya ;L

pengkcman dokumen teknis, pemblhaa

keglatc jalan; ; |

merenc Emakan dan mcnylapkan bahan
Standar Opcr.asmnal} Prosedur (SO
Pelayanan Minimal (SPM) urusan Jalan,
| L]

. merencanakan kegiatan dan mengenc

bahangpenyusunan kebijjakan daerah ux

pelaksanaan monitoring dan evalua
berkaitan dengan urusan jalan; dan

merericanakan, melaksanakarn

perencanaan

elaksanaan kegiatan jalan; ‘1 ;"*
kegiatan pelaksanaar‘x

san bahan untuk
penyusunan pedoman oprerasional penbfelcnggaraan jalan
Kabupaten/desa, penctapan sctatus
Desa  serta menyusun

pembiayaan jaringan jalan Kabupaten/

jalan Kabupaten/

umum  dan

Desa;

.merencanakan keglatan, menylapkan dan pengumpulan

am dan estimasi

penchtwn dan
) dan perigawasan

| |
Pcrjanjlaq Kinerja,
P} dan |Standar

Jalikan penyiapan
usan jalan;

anakan, melaksanakan dan‘ melaporkan kegiatan

si kegiatan vyang

dan ;}nelaporkan tugas

kedinaTsan lainnya yang diberikan oleh atasan.

11




 Jembatan meliputi : |

| Pagal 13

Tata Kerja Kcm’da Seksi Pcmbaﬁgunam dan Penggantian

Y

a. menganalisis, mcrrbnnbmg, membagi tugas, meneliti dan

menilai hasil kerja bawahan, i f

. menyusun rencana kegiatan urusan pémbangunan dan
peningkatan jembatan sebagal pedoman pelaksanaan
tugas;

. merencanakan kegiatan, menyusun dan melaksanakan
administrasi teknis dalam pelaksanaan kegiatan sampai
dengan serah terima kegiatan yang .ﬂberkaitan dengan

penyelenggaraan urusan jembatan;

. merencanakan kegiatan operasmnal\ penyelenggaraan
jembatan Kabupaten /Desa dar’l ‘ jembatan  kota
berdasarkan kebijakan nasional ‘blciang ngmbaian
dengan \ memperhatikan kesera&aﬂ ﬁar dacrah dan
antar kawasan | | ‘ | \

: mcréncanakdn Ifefnatatl dan menylapk&n bdhdl serta
memberikan petunjul untuk perencanaan umuam,
- penyusunan pedoman operasional, |status jembatan
penyelenggaraan jembatan Kabupaten/Desa;

. merencanakan kegiatan dan men;]r}iaplitaﬂ bahan wntuk
perencanaan teknis, pengembangan teknologi terapan,
anggaran pembiayaan dan pelaksanaan konstruksi
Jembatan Kabupaten/Desa. |

! merencanakan kegiatan dan pengelolaaﬁ pelayanan umum
serta sd)smhsa& NSPK dan SPM dalam urusan jembatan;

; mengkoordmaszkan dan meclaksanakan |pembinaan tekris
admimstraSJ para pelaksanaan tugas dﬂapangan urusan
Jcmbat'm, |

. merenganakan dan mcnylapkan bah‘ap Pemdnﬂan‘ Ki‘"LCIj&,
dan, Standar Operasional Prosedur (SOP) Shmda;
Pel@yanan Minimal (SPM) urusan Jembatan‘;
. me‘r‘encanakan kegiatan dan meng ndalikan pehympan
bahan penyusunan kebljakan daerah urtsan JemHa’ca n;

. merencanakan, melaksanakan dan \melaporkan lxcglatan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang
berkaitan dengan urusan Jembatan, dan ‘

. merencanakan, melaksanakan dah melaporkan tugas
kedmaéan 1amnya vang diberikan oleh atasan

Pasal 14 ‘

Tata Ixerja Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

meliputi !

a. mengaﬁahsm membimbing, membagi tugas, meneliti dan

menilal hasil kerja bawahan, ‘;

b. menyusun rencana kegiatan urusan p
dan jembatan sebagai Qedomaﬂ pelz}%(sa

=1nehha1 aam jalan
1aan tugas;

I 12




e

h.

k.

. merencanakan  kegiatan  oprasional ‘ pcnydcng araan

jembatan  Kabu paten/Desa  dan jembatan  kota
berdasarakan kebijakan nasional di hmdang jembatan
dengan, memperhatikan keserasian antar dacrah dan
antar kawasan |

. mas cncanakan dan menyiapkan bahan Lm tuk penyusunan

pedomqn oprasional pcnyrlcnogaraan dan penetapan

status jembatan Kab apaten/ Desa |

. ‘ | . | ‘
.mcrcncﬁnakan lu,gmtan dar. mcnwépaham bahan untuk

menyusun perencanaan umum dan’ pefnb{iyaan jeringan,
pengembangem teknologi Lorapan\ dwxdang jémbatan
Kabupaten/ Desa; [

merencanakan kcgnatazﬁ dan menyiapkan bahan untuk

pengembangan dan pmgelolaam rhanammcn Jémbman
Kabupaten/Desa;

g. mengkordinasikan dan melaks anakan pcmbinacu“ teknis

administrasi para Dclakoanaan tugas di lapangan urusan
pembangunan dan penggantian Jcmbata#i

merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjlan Kinerja,
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemeliharaan jalan dan
jembatan; |
merencanakan kegiatan dan mcngendélikan penyiapan
bahan penyusunan kebuakan daerah urusan

pemeliharaan jalan dan jembatan; ‘ ‘

|
. merencanakan, mchk%makan dan ‘me%aporkan kegiatan

pelaksanaan monnommg dan evayuaﬁi kegiatanl vang
berkaitan dengan urusan pome?ﬁla aan  jalan dan

jembatcm dan

|
mercncanakan melakﬁanakaq daﬂ rrclaporkaﬁ_\ tugas
kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

|
~ Bagian Kc—:fsmpa‘qj
‘Bidang Cipta Ker;ifa

Pasal 15

Tata Kerja Kepala Bidang Cipta Karya meliputi :

a.

b.

C.

‘ { [} [} E
memimpin, membimbing, membagi tu@as, menelitt  dan
menilai hasil kerja bawahan;

mengkoérdmasxkan penyusunan rencax‘la kegiatan Cipta
Karya meliputi bina teknik bangunan éedung, bangunan
gedung,‘ dan pemeliharaan bangunan gedung sebagai
pedoman pelaksanaan tugas; . |

mcngko&rdmasﬂcan pclaksanaan kegl‘a‘cah penyelerélggaraan
bangunat gedung, pemanhatan I bgngunan | gedung,
pcmqhh—raan, perawatan  dan pem,riksaan | berkala
bangunan gedung; | ‘ | - ‘




i
ik

el

ST:

Tata - Kerja Kepala

1. menigkoordinasiia A

Kine 2198, |

Peléyanan Minimal {31

T[”‘Jif II"L"')'L\(U !

)edul

dan

s1onal

Qtandar (h‘ 2

Sk

Dahan erisian

(BOP) dan Standar

P} wrrusan Jl})m K,rvn:« '

merngkoordinasilka 1 dan, Incuffcucah}«an; D ewwu[;uu voh 1?
:)cmqunar) kebjjakan daerah u Luvcu\ CnT ta Karye;

I
mer-gko rdmasu{a,_ dan ddﬁp()tl an peidlisanas
monitoring dan cvalvasi kegiotan *mnb berleaitan

urusan

. melaksa

Cipta Karya: dan

nakan dan mcleporkan tugas

vang diberikan oleh atasan. ' !
i s |

melipti:

.

[

h.

menganalisis, membimbing, membagi tugas,
menilad hasil kerja b

menyusurl

pemban

bahan

bangunan; f ‘
‘hahan rekomendasi

. Inerence
Usaha Jasa K on\atmkm (STUJ Kﬁ; |

Surat Jjit

. Mmerencs

Standaf

‘Minimal

merencs
bahan

baagun

o iy
OS]

awahat

rencana legiatan

nakan kegiatan menyiapkan
gunan gedung pemerintah, s
bangunan gedung pemerintah,

nakan kegiatan, menyiapkan

4)_)i

makan dan mcnylapkcm bahan
Operasional Prosedur (SOP) d
(SPM) urusan penes

penyusunan kebijakan daelah
an gedung;

monitoring dan evalua

’ urusan
Bangunan Gedung sebagai pedoman pelalzsanaan tugas,

. merence

taan bangunc

Teknik Bangunan Gedung

menelitt dan
Teknik

Bina

kebijakan

"
clain

: bahan
tandar
penilaian

“c’TI”

Perjanjian Kinerja,
an. Standar Pelayanan

‘ gedung;

anakan kegiaten dan mcnncndmikan penylapan

L{I'U.S an pep ataan

. merencanakan, melaksanakan dan mclaporkan kegiatan
pelaksanaan

si  kegiatan yang

berkaitan dengan urusan penataan bangunan gedung; dan

merencanakan,
an lainnya yang diberikan oleh at“asan.

kedinas

Tata Kerja

melaksanakan dan

Pasal 17

melaporkan

Kepala Selksi Bangunan Geding meliputi :|

tugas

|

a. menganahsm membn‘nbmg, ‘memba hgas, meqeli,ti dan
meg1‘ila1 hasﬂ kerja bawahan; . I ’
| b meﬁ’ Fun rehcena lkegiatan umswn ban n'cml s
v g gu g2 g
sebagal‘pedoman pelaksanaan tugas; |
& merencgnakan chzlatan penyusunan\ bahan kebijakan
pembangunan, renovast, rchab111tas1, perawatan dan
kesclamatan bangunan gedung peme rintah; |




.
L Y

. maercncanalkar leeg] atan TImEny

2

admiiistrasi tc
cenghn  |serak - regiaian yang
}’wcmucnvgal aan um Tanfivigedung pemer;

! AR 2 ‘

)
mcrrt‘camakdn i gJ A i oher ;;‘nuﬂnl
bangunan gedung pemerintah;

ka.a k! «&._I(L’l# I]ﬂ

f. mmerencanakan kegia an‘ dan  mens J pkm bahan serta
meniberikan pman’ o wdluk pérerleanaan | umowm,
peniyisunan  pedoman | operasional] status  bangunan
gedung pemerintaly, .o el |

g. merci canakan Ikégiat dann menylapkan -bahan untuk
pérencanaan  teknis uenqcmp wgan tekuelogh  tevapan,
anggaran pembla*\aw; dan pelaksanaan  konstruksi
bangunan gedung pemerintaly; : ‘

. merencanakan kegiatan qm pwvclolaan ,3\,1'1 jamn umum

. merencanakan lxcglamn dan mcngcnd?

serta  sosialisasi NSPK - dan  SPM bangd_.
_pemerintah; |

mengkoérdinasikan‘ dau

-
‘ *laksanakf(n p
administrasi para pelaksa

ne
sanaan tugas| dﬂT
| e

gedung pemc‘ariutah' Il !
mcmmanakfm dan mmywpl:m' bahan Pe

Standar (bperasmncd Prosedus (SOP) dan §

Minimal (SPM) urusarn. bax,,t}g,unan gedung;

gedung

pembina dm :
Dd"lga"l ;Ju ﬂ SaANsr

‘ |
e r]aﬁpm)ifs’m.ema,
tandar Pelayanan

likan  penyiapan

bahan penyusunan 1<ob11c1kan ddcrah urusan bangunan

gedung; “ “‘ |
1l |

merencamakan, melaissanaian dan mel

aporkan I«Tgm‘unl

velaksanaan monitoring

dan evaluasi kegiatan vang

berkaitan dengan urusan bangunan geduhg;

. merencanakan, melaksanakan dan melaporkaa tugas

kedinasan lainnya yang diberikan oleh atagau,

|
1 Pasal 18 ?

|
Tata Kerja Kepala Scksi Pemcuhalaan I%amgunan‘(}edunp‘
| | ;

tmeliputi :
a. mengan

b,

.mcrencdnaka.n keglatan penyusunén

. merencanakan

« | ‘ |
* . | . “. ". ‘
isis, membimbing, membagi }‘tlL
menilai asﬂ kerja bawahaa |

\
menyus n | rencana. kegiatan u“us J
I

bangun%n gcdung ebagal pedoman pela

pengendahan, pemehharaan bangunap g¢

1<eg1atan oprasmx?al |

gas, men‘%]iti dan
| |

|

| )

n pemeliharaan
sanaan Lugaa '
tbahan kebx,)akan
dung pemerintah;

penyelenggaraan

penﬁcndahan, pemeliharaan barigunan %cdung pemerintah

dengan memperhatikan keserasian antay
kawasan, !

daerah dan antar

, mercnc%nakan dan menyiapkan bahan untuk penyusunan

pedomah oprasional penyelenggaraan bangunan gedung

pemer 1qtah,
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2. mercncanakan  kegiaton dan mel Wieml 111 bahan| untulk
peng \,ananga,a c].au pengeloiasy mrmajcma bangunan
gedung pemeuut =) s A » |

h. merencanakan  den nelaksayakan pembinaan  toknis
administrasi  urusan  pembangunan  dan  penggantian
banafunap gedung peincrintal;

L. me 1‘oncanakar dan. mm":arm an haba:n “01 jan j' Kiuegja,
Standar Oper sional Prosedur (80F) dan Standar _aj-;:-.mz:m

M mnual ‘(SPN) urasan pene eliharvaan | Dangl.znam ged u*

i. merencanakan Am;:r;x';h\ dan _mcngq ldr likan M i
baban penyusunan kebijalan dasrab wan [ A1 ‘“ujx,’i‘l
|

bhan LLnan gcduug, . : b e b It
. merencan qkan me}:rksal'pakan dan ﬁle}éporl‘;:am }J‘f* 2
mlak"*’zr.aan‘ moniioring  dan . eveltasi kegiatamn,
berkaitan dengan urusan rﬂzMhnmdémmbmngunzm ge ‘f.mm
dan . - ‘ ! :

*\, At

1. merencanakan, -meclaksanakan - dan| melaporkan tugas
kedinasan lainnya yang diberikan oleh at.asan.
| Bagian Kelima |
| Ridang Sumber Daya Air
| |
| Pasal 19 }
Tata Ke 1a‘Kepah Bidang Surnber Daya A1r fnph sl
a. memimpin, membimbing, 1ne mgu tug meneliti dan

inenilai hasﬂ lch ja bawahan,; 1.
|

bl men?koln ‘dinasikan penﬂmsxm'm ri‘nhana kegiatan urusan
pemanfaatan sungai, Nuduk, \ianau; rawa  dan

irigasi,
pantai, pcmeliharaan irigasi sumber }dalya air| schagai
|
pedom | pelaksanaan tuvas | \‘
: i |
. mengkoordmasﬂ{an, morcncanqk'm boha‘i penyusunan
program  dan mcnqumahl\an pelaksanaan chaatan

lcrhadap pembangunan, rehabilitasi, peningkatan opera
serta pemeliharaan dan bina manfaat bidang sumber doyd

a]‘r‘ w\ “

d. mengkoordmasﬂ{an pelaksanaan pcng‘olahan data  dan
penyampaian serta penyapan lapcran pekerlaan di bidang
sumbcr daya air; : s g ‘ S

B, mengkdordma&kan konsep sasaran pro ram kegiatan dem
penyusunan pelaksanaan pc1<e1 aan pprencanaan teknis
proyek perencanaan dan evaluasi bidang sumber daya air;

£. mengkéordmasxkam, mencarahkfm* dan  mengevaluasi
pcngawasaan ketaatan mutu atas| pe]akoanaan rencana

teknis ?eluruh kc;aatan bidang st m*ber qay'l air; |
i | |

e el e D [ el )

s !
L
|

"

A J‘
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Tata I&erja Kepala Sclisi Irigasi meliputi
.men;anqlmu. membimbing, memuagi thuu, menelitl dan

Q

1" \ 1 § o .
. menygkoordinasikan mum yor santuan telods pengeinlazn

dan pemeliharaan B3 serta konservasi

. air

; enyusuhan bahan Hri
be 1c1‘a1am/t T o e ki l
me ni., koordinasilzan jse ernbangan system pembiayaa: Ldan

eng
pola in VestaSL dibidang <: unber daya air \
morgxodrmnasn an  dan” mes >»iankan yahan ﬁ“rjariiiﬁn
Kineria, ~Operasional  Fix >ccdm (SOP) dan Standar
Pelav “nan L\/me(df T“M Urasarn uumncr‘dfwa g | o

et b 1‘ 4 |
,nChmxoc rdin aglkan ian‘ lxl*an fmv'cmf\p unn
uC;lthUIllcln kebijatian de ,Mﬂn urusan sunber daya aiy

,acr'r'cool cunam ’cmn : z:;l 2] 13161{{)&‘»‘1@@‘:. pe L‘ Sans
E ‘s/ SO MR B e o
monitoring dan cvaluas) Kegiatail yvaig

wrusan sumber daya, air; dan | |

melalesanakan dan:. me 151:':;"';31‘; tigas kedinasan laianya
yang diberikan oleh atasa ‘ Lo
| o
1 ‘  Pasal 20

menilai hasil kerja bawahan; |
|

.mpnyuq*un rencana  legiatan urusan irigasi  sebapai

pedoman pelaksanaan tugas;

menyusun bahan dan menyiapkan bahan op‘crasional
untuk sosialisast Noera Standart Pco}r_dwﬂ dany Kriteria

(NSPK) | dan SPM | serta merencpnaikan (‘3.‘:(-;;;7;&&111
pembangunan, peningkatan wa;nzcrazw | irigast|| tekni

drainase, = penanganan = bencana  jalam, J‘y’;‘bj alkan
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pemeta‘am daerah banjir sebagai bahan penyusun tcknis
pengendalian’  banjir, dan mmylapkan bahan untuk
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pclaiasanaan konstruksi, k nor*r'v(m‘ sumber dava air,
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nemimpin, 11’1(:17b1mbm\, mcmbagi tugas, meneliti dan
menilai hasil kerja bawah |

uLlCdI’la mcg"amn urasan
teknis yang melipuil pe Iencaﬂam teknis, pengawesan dan
pengendalian dan Inventarisas i dan| p‘jelaporan schagai
pedoman pelaksanaan tugas; N
mengloordinasikan  dan mmgendqhkun‘ penyeic nw" aan
Pcnyuuul'lan RENSTRA, | Q TN Peiry anz,h‘-t Kinerja dan
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fungsional sesuai dengan keahlian.
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Eada Dinas Cipta Karya dan Tatal
degara Berita Daerah Kabupaten
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Peraturan BtLtpati ini mulai berlaku pada t{an‘gjg‘gal diundanglkan.
Agay se‘u'ap orang menget a,humyta | memerintahkan
pcngundang%an Peraturan Bupati ni dengam penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
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